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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah. Pariwisata pada dasarnya merupakan suatu kegiatan seseorang
atau kelompok mengunjungi suatu tempat/daerah untuk rekreasi, dimana disitu
terjadi interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat yang dapat
meungkinkan timbulnya permasalahan ataupun konflik. Oleh karena itu, untuk
menghindari permasalahan yang timbul antara wisatawan dengan pendudukan
setempat, maka diperlukannya instrument dari pemerintah setempat yang bertujuan
untuk menjaga ketertiban dan-keamanan, maka fungsi perizinan dalam hal ini
sangatlah penting.

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Jember sangat pesat dan memberikan
peluang terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pariwisata bagi Kabupaten Jember
merupakan sektor yang sangat berperan dalam proses -pembangunan karena
memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat,
pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah.

Pariwisata merupakan kegiatan multi sektor yang berarti bahwa pariwisata
terkait dengan hiburan, perhotelan, perdagangan, jasa dan lain-lain. Pesatnya
perkembangan kepariwisataan berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha
pariwisata. Hal demikian diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan
mengendalikan kegiatan usaha bidang pariwisata, yang salah satunya dapat
dilakukan melalui perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan
fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu
perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan
melindungi obyek-obyek tertentu. Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha
bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan usaha yang

kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.



Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang kaya akan objek wisata baik
wisata alamnya yang sangat menarik, wisata budaya, wisata buatan dan peninggalan
sejarah, terdapat banyak objek dan daya tarik wisata yang kian tahun kian banyak
menjadi perhatian wisatawan.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Pariwisata Dalam pasal 4 disebutkan :

(1) Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung
jawab.

(2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prosedur pelayanan yang sederhana;

b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
c. waktu penyelesaian yang cepat;

d. standar pelayanan yang jelas; dan

e. informasi pelayanan yang terbuka.

Kabupaten Jember berdampak pada perubahan pola hidup maupun kebutuhan
hidup masyarakat. Salah' satu indikatornya adalah kebutuhan masyarakat akan
adanya media hiburan dan wisata. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya
tempat-tempat hiburan, wisata maupun rekreasi di Kabupaten Jember seperti
bioskop, bahkan tempat wisata alam. Salah satu jenis usaha hiburan yang paling
kasat mata dirasakan peningkatan jumlahnya oleh warga Kabupaten Jember adalah
rumah bernyanyi atau tempat karaoke.

Usaha karaoke menjadi media hiburan yang dinikmati di Kabupaten Jember
karena sebagian besar masyarakat memiliki aktivitas kegiatan yang sangat tinggi
sehingga masyarakat membutuhkan tempat rekreasi alternatif setelah menyelesaikan
kegiatan hariannya. Tempat karaoke dengan fasilitas bernyanyi sebagai hiburan
memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari.

Banyaknya usaha karaoke di Kabupaten Jember dengan sendirinya menjadikan
karaoke sebagai salah satu penyumbang untuk pemasukan kas daerah yang

signifikan. Pemerintah Kabupaten Jember menyadari hal ini sehigga kebijakan



perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha karaoke. Hal tersebut tentu
saja sebagai pengendali atas penyelenggaraan usaha, khususnya usaha karaoke.
Pengendalian ini digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan,
menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya jumlah usaha karaoke di Kabupaten Jember selain sebagai media
hiburan, ternyata juga memiliki efek negatif tersendiri bagi masyarakat. Banyaknya
jumlah usaha karaoke berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas
penyelenggaraan usaha karaoke tersebut. Seperti pelanggaran izin usaha,
penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha karaoke yang tidak
memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan
mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan
kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peraturan yang
ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Usaha hiburan secara umum, dan usaha karaoke secara khusus pada dasarnya
bertujuan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat
meningkatkan efektivitas kerja masyarakat karena telah melepaskan kejenuhan
mereka setelah  beraktivitas sehari-hari. Usaha karaoke di Kabupaten Jember
diharapkan membawa persaingan yang positif di antara para pengusaha karaoke
untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun pada praktiknya,
beberapa tempat usaha karaoke mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang
berlaku.

Meningkatnya usaha karaoke di Kabupaten Jember ditemukan beberapa
pelanggaran izin usaha. Berdasarkan dari berita Faktualnews.co pada hari Selasa, 8
Oktober 2019 Pukul 10:09 WIB Jurnalis: Muhammad Hatta telah diberitakan rumah
bernyanyi Camp’us 888 di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember,
Jawa Timur yang menjadi TKP penganiayaan mantan anggota dewan Maman
Sabariman, diketahui tidak berizin. 1zin yang keluar adalah dari Dinas Pariwisata
Jember, yang diketahui terbit sejak 6 April 2016. Sehingga rumah bernyanyi yang
lokasinya berada di wilayah kampus itu melanggar aturan yang tertuang dalam
Permendagri 138 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi Dalam penyelenggaraan pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif,



sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait. Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Syafii
menyampaikan, rumah bernyanyi tersebut tidak tercatat dalam data perusahaan yang
mengurus izin di PMPTSP. “Jadi untuk rumah bernyayi (karaoke) (Camp’us) 888 di
Jalan Jawa menurut catatan kami tidak ada data karena belum memasukan izinnya,”
kata Syafii saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Gedung DPRD Jember, Selasa
(8/10/2019). Pemilik tempat usaha karaoke tersebut selama ini hanya mengurus izin
di Dinas Pariwisata. “Bagi saya (jika ada) data yang masuk berarti mereka izin. Tapi
setelah saya cek di IT saya (data izin karaoke Camp’us) tidak ada. Kita cek di Dinas
Pariwisata bahwa itu telah diterbitkan tanggal 6 bulan April 2016, ” terangnya. Kata
Syafii seharusnya pemilik karaoke mendaftarkan pada Kantor Dinas PMPTSP,
karena OPD lain tidak berhak mengeluarkan izin apapun. ‘“Berdasarkan Permendagri
138 Pasal 9 Ayat 1 adalah PMPTSP bertindak selakupelaksana administratif
sedangkan teknis dan pengawasan berada di OPD atau dinas,” ungkap Syafii. “Untuk
itu, kita dengan Dinas Pariwisata berkordinasi akan membuat hasil pengawasan,
pelaporan kepada Bupati,” lanjutnya.

Setelah nantinya. melaporkan kasus tersebut kepada - Bupati, selanjutnya
PMPTSP akan menerbitkan surat teguran hingga penutupan, jika pemilik usaha tidak
segera mengurus izinnya. “Apalagi dari 7 perusahaan sejenis yang tidak mengantongi
izin hanya Camp’us 888. Kita akan kirimkan surat teguran 1,2,3. Kalau tindakan
tegas (akan dilakukan) penegak Perda Satpol PP,” katanya.Terkait lokasi karaoke
yang berada di kawasan pendidikan, Syafii mengatakan, pihaknya dan Dinas
Pariwisata akan melakukan evaluasi. “Saya tidak tahu apa hari ini (pemilik)
mendaftar. Namun jika mendaftar kita akan evaluasi dengan Dinas Pariwisata,”
pungkasnya.

Dengan adanya penemuan pelanggaran izin penyelenggaraan usaha karaoke
Pengendalian digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, menciptakan,
membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat. Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Pasal 10

(1) Bidang Perizinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,



mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan perizinan dan pengolahan
data serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perizinan mempunyai fungsi: a.
pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi,
pengelolaan pelayanan perizinan; b. Pemberian pertimbangan teknis, pengesahan,
koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penerbitan perizinan dan non perizinan
seluruh sektor usaha; c. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan
pengesahan penyusunan rencana investasi yang disetujui ; d. pelaksanaan koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi bersama Tim Teknis yang terkait; e. penetapan Standar
Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Periizinan dan non
Perizinan; f. penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana investasi
yang disetujui; g. pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi dengan Tim
Teknis yang terkait; h. penyusunan konsep rencana dan. pelaksanaan Sistem
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE); 1i.
pemberian fasilitasi pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui SPIPISE; j.
pelaksanaan koordinasi dengan  tim terkait melaksanakan Penyuluhan kepada
masyarakat tentang Perizinan; dan k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.  Dalam hal pelanggaraan perizinan penyelenggaraan usaha
karaoke, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah
Kabupaten Jember adalah pengawasan dan penegakan sanksi.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai “Monitoring Kebijakan Perizinan Penyelenggara Usaha
Karaoke Tahun 2017 - 2019 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember dalam
melakukan monitoring kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke tahun
2017 - 20197



2. Faktor apa saja yang menghambat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan penyelenggara usaha
karaoke tahun 2017 — 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan
pelenyenggara usaha karaoke tahun 2017 — 2019.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring
kebijakan perizinan pelenyenggara usaha karaoke tahun 2017 — 2019.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian-ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi
kalangan akademisi di bidang Ilmu Pemerintahan mengenai pengawasan kebijakan
perizinan khususnya usha karaoke.
1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah
Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan monitoring khususnya dalam
pengawasan kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke.
1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya
mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang

hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim

penguji.



